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ABSTRAK 
 
ANDI SUHARMIKA (B 111 13 567), dengan judul “Kewenangan 
Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Di Kota Makassar (Studi 
Kasus Perusahaan Daerah Air Minum)”. Dibimbing oleh Achmad 
Ruslan selaku pembimbing I dan Muh. Hasrul selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan 
pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Makassar 
dan juga Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Makassar. 
Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Makassar, dan untuk menambah data-data sekunder dalam penelitian, 
Penulis juga melakukan penelitian di taman baca Fakultas Hukum 
Universitas Hasanuddin. Jenis data yang digunakan adalah primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (interview) 
dan menelaah bahan-bahan pustaka melalui studi kepustakaan. Analisa 
data dilakukan dengan analisa kualitatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan 
yang mengatur tentang pengangkatan direksi PDAM yang diatur pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan 
Kepegawaian PDAM dan Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 
2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar 
No 6 Tahun 1974 tentang Pendirian PDAM Kota Makassar, bahwa direksi 
diangkat oleh Kepala Daerah atau dalam hal ini Walikota Makassar atas 
usul Dewan Pengawas yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Makassar, dan terkhusus untuk jabatan Direktur Utama PDAM Kota 
Makassar, harus diangkat berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji 
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap 
seluruh Direksi. Tambah pula, dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa 
Pelaksanaan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Kota 
Makassar menuai beberapa permasalahan yakni: pasal 6 ayat (1) 
Benturan kepentingan yang dimaksud tercantum dalam huruf I “jabatan 
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau”; 
(d) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan ayat (2) “Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan 
pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan pada PDAM”. Adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi pelaksanaan pengangkatan direksi PDAM Kota Makassar 
berupa faktor hukum dan faktor penegak hukum. 
Kata Kunci : Direksi, Akuntabel, Penilaian terbaik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut 
asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan 
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. Oleh karena itu sesuai dengan 
ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945 setelah hasil amandemen, maka dinyatakan bahwa 
pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintahan pusat.1 
Dimana ditetapkan bahwa pemerintah daerah yang harus 
mengatus dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi 
daerah dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat 
proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, meningkatkan 
daya saing daerah dengan mempertahankan prinsip demokrasi, keadilan, 
dan kekhususan suatu daerah yang berada dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI). 
Dalam rangka mewujudkan cita-cita Negara, sebagaimana yang 
tercantum dalam pembukaan UUD NRI 1945, maka kehadiran pemerintah 
                                                        
1 Ateng Syafrudin, 1993, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, hlm. 3 
2 
daerah memiliki peran penting untuk hal tersebut. Salah satu fugsi 
pemerintah daerah dalam meweujudkan tujuan tersebut berupa turut aktif 
dalam mengelola sumber daya alam yang  kemudian diperuntukkan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang 
Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 
(3) Undang Undang Dasar 1945 tersebut, negara sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat mempunyai hak untuk menguasai seluruh 
kekayaan alam yang ada dalam wilayah hukum Indonesia. Kata “dikuasai” 
menyiratkan makna bahwa Bangsa Indonesia memberikan wewenang 
kepada negara dalam mengatur seluruh kekayaan bumi, air dan seluruh 
komponen yang berada dalam lingkup negara. 
Dalam hal penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh 
pemerintah penting dalam memandang sejauh mana kewenangannya. 
Hak menguasai negara dijelaskan bahwa suatu kewenangan atau 
wewenang formal yang ada pada negara dan memberikan hak kepada 
negara untuk bertindak baik secara aktif maupun pasif dalam bidang 
pemerintahan negara, dengan kata lain wewenang negara tidak hanya 
berkaitan dengan wewenang pemerintahan semata, akan tetapi meliputi 
pula semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2 Tanpa 
adanya penguasaan negara, maka tidak mungkin tujuan negara yang 
telah ditetapkan dalam konstitusi atau Undang Undang Dasar (UUD) 
dapat diwujudkan, namun demikian penguasaan oleh negara itu tidak 
                                                        
2 Aminuddin Ilmar, 2012, Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN, Kencana 
Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.24 
3 
lebih dari semacam “penguasaan” kepada negara yang disertai dengan 
persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh digunakan secara sewenang-
wenang yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat.3 
Salah satu hal yang digunakan pemerintah daerah dalam 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendirikan badan usaha. 
Badan usaha tersebut dikenal dengan istilah Badan Usaha Milik Daerah, 
yang selanjutnya disingkat BUMD. Keberadaan Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) sebagai lembaga yang dimiliki dan dikelola oleh 
pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi 
daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 331 UU 
Pemerintahan Daerah bahwa tujuan pendirian BUMD adalah untuk:  
1. Daerah dapat mendirikan BUMD  
2. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Perda.   
3. BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.   
4. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk:  
a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah 
pada umumnya;  
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan 
barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat 
hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi 
Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan 
yang baik; dan  
c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.  
5. Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 
pada:  
d. Kebutuhan Daerah; dan  
e. Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.  
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.  
                                                        
3 Ibid.  
4 
Penjelasan pasal 331 UU ayat (5) Pemerintahan Daerah 
menyatakan bahwa dalam huruf a) Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi 
yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di 
antaranya air minum, pasar, transportasi; dan huruf b) Kelayakan bidang 
usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis 
pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis 
aspek lainnya. 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diyakini dapat memberikan 
efek dalam ekonomi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat di 
suatu daerah, khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) di daerah tersebut. Layaknya sebuah perusahaan, BUMD memiliki 
tugas dalam mengelola suatu bisnis yang memiliki prospek keuntungan, 
dimana dengan adanya keuntungan tersebut akan menjadi pemasukan 
(PAD) bagi daerah untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut. 
Untuk mewujudkan itu, negara melalui satuan pemerintah daerah 
membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang terdapat di setiap 
provinsi, kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. PDAM merupakan 
perusahaan daerah sebagai sarana penyedia air bersih yang diawasi dan 
dimonitor oleh pemerintah daerah. Merujuk pada keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja 
PDAM dinyatakan bahwa tujuan pendirian PDAM adalah untuk memenuhi 
pelayanan dan kebutuhan akan air bersih bagi masyarakat. Selain itu, 
5 
PDAM juga bertanggung jawab pada operasional sehari-hari, 
perencanaan aktivitas, persiapan dan implementasi proyek, serta 
bernegosiasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan layanan 
kepada masyarakat. 
Mengingat keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
dibiayai oleh pemerintah daerah  yang  bersumber dari uang masyarakat 
(public fund) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 
maka dalam pengelolaanya harus memperhatikan aspek transparansi dan 
akuntabilitas, baik dalam aspek pengelolaan keuangan, aspek operasional 
dan aspek administrasinya, karena ketiga aspek dimaksud sangat 
menentukan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Terkait itu, 
sebagai unit usaha yang berpijak pada prinsip pelayanan negara (public 
service), dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 
Makassar mesti dikelola oleh orang-orang profesional serta jauh dari latar 
belakang politik yang bisa menggerus tujuan PDAM itu sendiri.   
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Makassar telah 
mengadakan proses pengangkatan jabatan direksi Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) melalui mekanisme seleksi terbuka atau yang sering 
terdengar kata lelang jabatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dijelaskan adanya beberapa 
ketentuan yang tidak sesuai dengan proses pengangkatan Direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yaitu dalam pasal 6 ayat (1) 
benturan kepentingan yang dimaksud tercantum dalam huruf I “jabatan 
6 
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau”; 
(d) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan ayat (2) “Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan 
pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan pada PDAM”. 
Sistem seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 
Makassar sekiranya harus tunduk pada ketentuan yang telah ada, dalam 
hal ini ialah ketentuan terkait pengangkatan Direksi yang diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2007 tentang 
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
Batasan terhadap hal tersebut merupakan sebuah metode untuk menjaga 
profesoinalisme dalam pengelolaan BUMD. Fenomena diatas merupakan 
salah satu bentuk keputusan kepala daerah yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku  dalam hal ini ialah terkait 
dengan pengangkatan Direksi PDAM. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa perlu untuk 
melakukan pengkajian lebih mendalam, sehingga penulis mengusulkan 
Proposal Penelitian dengan Judul “Kewenangan Pengangkatan Direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Di Kota Makassar”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pengaturan kewenangan pengangkatan direksi 
Perusahaan Daerah di Kota Makassar? 
2. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah 
di Kota Makassar?  
7 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan pengangkatan direksi 
Perusahaan Daerah di Kota Makassar? 
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan direksi Perusahaan 
Daerah di Kota Makassar? 
 
D. Manfaat Penulisan 
1. Penulisan ini merupakan hasil dari studi ilmiah yang dapat 
memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan baru 
terhadap pelaksanaan kewenangan pengangkatan direksi 
Perusahaan Daerah 
2. Bagi aktifitas akademika dapat dijadikan sebagai bahan 
pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih 
lanjut mengenai hal tersebut 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Teori Kewenangan 
Dalam literatur ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan ilmu politik 
sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. 
Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan 
kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian 
pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan 
wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa 
“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule 
and the ruled).4  Sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum 
oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni 
wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai 
suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan 
bahkan yang diperkuat oleh Negara . 
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum 
Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Dalam Hukum Tata Negara 
dan Hukum Administrasi Negara, istilah “kekuasaan” dan “wewenang” 
terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam teori 
kewenangan dijelaskan bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, 
kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting. Kekuasaan memiliki 
makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki 
                                                        
4 Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 
hlm. 35-36 
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oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. 
Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu Negara dalam proses 
penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur- unsur lainnya, yaitu 
hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan 
kebajikan.5 
Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar 
Negara dalam keadaan bergerak (de staat in beweging) sehingga Negara 
itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja 
melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. 
Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau 
sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang 
atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai 
dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.6 
Kewenangan adalah kekuasaan. Namun, kekuasaan tidak selalu 
berupa kewenangan. Kewenangan lebih merujuk kepada kekuasaan yang 
memiliki keabsahan (legitimate power), sedangkan kekuasaan tidak 
selamanya memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan 
sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi 
proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, kewenangan 
merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan 
politik. Dalam hal ini, hak moral yang sesuai dengan nilai dan norma 
masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan 
 
                                                        
5  Rusadi Kantaprawira, 1998, Hukum dan Kekuasaan, Makalah Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, hlm. 37-38  
6 Miriam Budiardjo, Op.Cit, hlm. 35  
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Definisi kewenangan menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu: 
1. Menurut P.Nicolai (1994:4), wewenang pemerintahan adalah 
kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum 
tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk 
menimbulkan akibat hukum, mencakup mengenai timbul dan 
lenyapnya akibat hukum (het vermogen tot het verrichten van be 
paalde rechshandelingen is handelingen die op rechtsgevolg 
gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolg gericht 
zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen onstaan of 
teniet gaan).7 
2. Menurut H.D. Stout (1994:102), wewenang merupakan suatu 
pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang 
dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang 
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang 
pemerintahan oleh subjek hukum 10negara di dalam hubungan 
hukum public (bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke 
organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van 
regels dat betrekking heft op de verkkrijging en uit oefening van 
bestuursrechtelijke bevoegdheden  rechtsverkeer).8 
Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau 
organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-
jabatan (een ambten complex) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh 
sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu 
                                                        
7  Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo 
Persada, Jakarta, hlm. 98 
8 Ibid., hlm 99 
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berdasarkan konstruksi subyek kewajiban.9 Dengan demikian kekuasaan 
mempunyai dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek politik, sedangkan 
kewenangan hanya beraspek hukum semata yang artinya; kekuasaan itu 
dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi 
(inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan 
kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. 
Seiring dengan pilar utama Negara hukum, yaitu asas legalitas, 
maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahaan 
berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang 
bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, 
kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan 
tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu: atribusi, delegasi, dan mandat.   
a. Atribusi 
Indroharto mengatakan bahwa  pada atribusi terjadi pemberian 
wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-
undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa lnegaraator yang kompeten 
untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara, 
yang berkedudukan sebagai original lnegaraator ataupun yang bertindak 
sebagai delegated lnegaraator. 10  Sedangkan H.D. van Wijk 
mendefenisikan bahwa atribusi adalah pemberian wewenang 
pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ 
pemerintahan.11 
                                                        
9 Rusadi Kantaprawira, Op.Cit, hlm. 39  
10  Muh. Jufri Dewa, 2011, Hukum Administrasi Negara, Dalam perspektif pelayanan 
publik, hlm. 79 
11 Ridwan HR, Op.Cit, hlm. 101-102 
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b. Delegasi  
Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah 
ada oleh badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh  
wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata 
Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya 
suatu atribusi wewenang. 12    Menurut H.D Van Wijk, delegasi adalah 
pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan 
kepada organ pemerintahan lainnya. Di dalam Algemene Wet 
Bestuursrecht (Awb) delegasi diartikan sebagai pelimpahan wewenang 
oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan 
dengan tanggung jawab sendiri.13 
c. Mandat 
Pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula 
pelimpahan wewenang. Dalam mandat tidak terjadi perubahan wewenang 
apa pun yang ada hanya hubungan internal. Mengenai mandat H.D Van 
Wijk berpendapat bahwa, mandat terjadi ketika organ pemerintahaan 
mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.  
Di dalam Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), 12negaraa berarti, 
pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya 
untuk mengambil keputusan atas namanya.14 
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, organ pemerintahan 
memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu 
dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, 
                                                        
12 Muh. Jufri Dewa, Op.Cit, hlm. 79 
13 Ridwan HR, hlm. 102  
14 Ibid., hlm. 102-103 
13 
penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau 
memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern 
dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya 
berada pada penerima wewenang. Pada delegasi tidak ada penciptaan 
wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang 
satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada 
pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Sementara 
pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama 
pemberi mandat, tanggung jawab akhir keputusan yang diambil penerima 
mandat tetap berada pada pemberi mandat. Hal ini karena pada 
dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi mandat. 
 
B. Pemerintahan Daerah 
1. Pengertian Pemerintahan 
Dalam kamus bahasa indonesia di sebutkan, bahwa kata “tata 
pemerintahan” diartikan sebagai suatu sistem dalam menjalankan 
wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, 
dan politik suatu Negara atau bagian-bagianya. Sedangkan, Kata 
“pemerintahan” diartikan sebagai sebuah proses, perbuatan atau cara 
memerintah. Dengan kata lain, Dapat di simpulkan bahwa hukum tata 
pemerintahan berkenan dengan hukum yang mengatur tindakan atau 
perbuatan pemerintahh dalam meyelenggarakan urusan pemerintahan 
guna meningkatkan kesejahteran masyarakat dan kepentinagn Negara. 
Secara teoritik dak praktik terdapat perbedaan makna antara istilah 
14 
pemerintah dan pemerintahan. Konsep pemerintah lebih dimaksudkan 
sebagai peleksanaan fungsi dan tugas pemerintah atau proses 
penyelenggaran pemerintahan (bestuursvoering), sedangkan konsep 
pemerintah dimaksud sebagai organ/alat atau aparat yang menjalankan 
pemerintahan.15  
Dalam kepustakaan di jelaskan pula, bahwa konsep pemerintah 
sebagai alat kelengkapan atau organ dari Negara dapat di artikan secara 
luas dan sempit. C.F. Strong mengartikan pemerintah dalam arti luas 
sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan 
negara yang memiliki fungsi lnormatiff, eksekutif dan yudikatif. Dengan 
kata lain, negara dengan seluruh alat kelengkapannya merupakan 
pengertian pemerintahan dalam arti yang luas. Sedangkan pengertian 
pemerintahan dalam arti yang sempit, hanya mengacu pada satu fungsi 
saja, yakni fungsi eksekutif.16 Selanjutnya, P. de Haan, et al., menjelaskan 
bahwa istilah pemerintahan memliki dua pengertian sekaligus yakni, 
pemerintahan sebagai fungsi (bestuurs als functie) dan pemerintahan 
sebagai organisasi (bestuurrs als organisatie) . pemerintahan sebagai 
fungsi yakni. Aktifitas memerintah dalam arti melaksanakan tugas-tugas 
pemerintahan (bestuurs als funcite dat wil zeggen het besturen-is de uit 
oefening van bestuurstaak). Sedangkan, dalam istilah yang digunakan 
oleh Donner dinas publik (de ambtelijke behartiging van openbare 
balangen door de openbare dienst). Pemerintah sebagai organisasi dapat 
                                                        
15 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanuddin, 
Makassar, hlm 30 
16 http://www. hukumonline. com/klinik/ detail/ lt52f38f89a7720/ pejabat-negara-dan-
pejabat-pemerintahan, diakses pada tanggal 08 Desember 2015, Pukul 11.20 WITA 
15 
diartikan sebagai kumpulan organ dari organisasi pemerintahan yang di 
bebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan yang dibebani dengan 
pelaksanaan tugas pemerintah (bestuurs als die organen uit de 
overheidsorganisatie samen gavet die belast zijn met de uitoefening van 
de bestuurstaak) . 
Pengertian lain, dari pemerintahan berdasarkan konsep hukum 
administrasi Negara digunakan dalam arti pemerintahan umum atau 
pemerintahan Negara. Menurut Philipus M. Hadjon pemerintahan dapat 
dipahami melalui 2 pengertian; di satu pihak dalam arti “fungsi 
pemerintahan atau kegiatan memerintah, di lain pihak dalam arti 
“organisasi pemerintahan” atau kumpulan dari kesatuan-kesatuan 
pemerintahan. Fungsi pemerintahan itu dapat di tentukan sedikit banyak 
dengan menetapkanya dalam hubungan dengan fungsi perundang-
undangan dan peradilan. Pemerintahan dapat dirumuskan secara negatif 
sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan 
sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. 17  Hal 
tersebut mengingatkan kita pada ajaran trias politika, dimana dianut 
pandangan tentang adanya suatu pembagian (division of powers) atau 
ajaran pemisahan kekuasan (separation of powers) di antara kekuasan 
pembuat undang-undang, pihak pelaksanaan (pemerintah) dan kekuasan 
kehakiman. 
Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa arti pemerintah dan pemerintahan adalah berbeda, dimana arti 
                                                        
17 Philipus M. Hadjon., R. Sri Soemantri Martowignjo., Sjahran Basrah., Bagir Manan., H. 
M. Laica Marzuki., J. B. J. M. ten Berge., P. J. J. van Buuren., F.A.M Stroink. Pengantar 
Hukum Administrasi Indonesia, Op. Cit, Hlm 6 
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pemerintah berkaitan dengan suatu organ atau badan yang melaksankan 
fungsi pemerintahan. Sedangkan, arti pemerintahan adalah suatu 
kegiatan menjalankan pemerintahan atau proses penyelenggaraan 
pemerintahan (bestuurvoering). Dengan kata lain, arti kata pemerintah 
berkaitan atau berhubungan dengan organ atau badan, sedangkan arti 
pemerintahan berkaitan dengan fungsi pemerintahan bagaimana 
pemerintahan itu di jalankan atau dilaksanakan. Selain itu, konsep 
pemerintahan sendiri dalam luas lingkupnya tidak hanya sekedar 
melaksanakan apa yang sudah ditetapkan atau di gariskan oleh 
kekuasaan legislatif saja, akan tetapi meliputi tindakan atau perbuatan 
pemerintahan lainya baik berupa pembentukan aturan maupun penerapan 
aturan hukum. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan pemerintahan 
meliputi semua tindakan atau perbuatan yang tidak termasuk dalam 
lapangan kekuasan legislatif maupun dalam lapangan kekuasan judisiil.  
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada 
otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara 
dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya 
terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas 
daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengan undang-undang.18  
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) 
                                                        
18  http://pemerintah.net/pemerintah-daerah, diakses pada tanggal 15 Desember 2015, 
Pukul 12.45 WITA 
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tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia diatur dalam Pasal 18. Adapun isi dari ketentuan pasal 
tersebut adalah :  
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai 
pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.  
b. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan.  
c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.  
d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis.  
e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.  
f. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan 
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan 
tugas pembantuan.  
g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang- undang.  
Pasal 18A  
a. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan 
kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan 
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.  
b. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber 
daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat 
18 
dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil 
dan selaras berdasarkan undang-undang.  
Pasal 18B  
a. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan 
pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat 
istimewa yang diatur dengan undang-undang.  
b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang- undang.  
 
Dari penjabaran di atas, dapatlah dikatakan bahwa satu-satunya 
sumber konstitusional pemerintahan daerah adalah Pasal 18, Pasal 18 A, 
dan Pasal 18 B. Perlu diketahui, bahwa pasal yang menyangkut 
pemerintahan daerah adalah amandemen kedua UUD 1945, dengan 
mendiakan kerancuan dan penghapusan penjelasan Pasal 18.  
Perubahan Pasal 18 ini dimaksudkan untuk lebih memperjelas 
pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
meliputi daerah provinsi dan dalam daerah kabupaten dan kota. 
Ketentuan pasal 18 ayat (1) ini mempunyai keterkaitan erat dengan Pasal 
25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah 
“dibagi atas” (bukan “terdiri atas”) dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) 
bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung 
menjelasakan bahwa Negara kita adalah Negara kesatuan di mana 
kedaulatan Negara berada di tangan pusat. Hal ini konsisten dengan 
kesepakatan untuk tetap mempertahankan Negara kesatuan. Berbeda 
dengan istilah “terdiri atas” yang lebih menunjukkan substansi federalisme 
karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan berada di tangan Negara-
negara bagian. 19 
                                                        
19 Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 324  
19 
C. Perusahaan Daerah Air Minum  
1. Ketentuan Umum Pemerintah Daerah dalam Perusahaan 
Daerah 
Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Perusahaan 
Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-
undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan 
daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau 
berdasarkan undang-undang.” Sedangkan menurut Undang-Undang RI 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud dengan 
Perusahaan Daerah “adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian 
modalnya diimiliki oleh Pemerintah Daerah”. 
Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat 
memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk 
pendapatan. Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah 
anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. 
Direksi berada dibawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang 
saham/saham prioritet atau badan yang ditunjuknya. 20  Sedangkan tata 
cara pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum diatur dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ 
dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum diatur dalam pasal 
3,4,5, dan 6. Adapun isi dari ketentuan pasal tersebut; 
 
 
                                                        
20 Digital Library (www.google.co.id) diakses tanggal 25 juli 2008 
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Pasal 3 
 
a. Direksi diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan 
Pengawas. 
b. Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat 
diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) 
tahun. 
c. Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat 
pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. 
d. Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. 
 
Pasal 4 
 
1. Calon Direksi memenuhi persyaratan: 
a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1): 
b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal 
dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 
tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari 
PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) 
dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; 
c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar 
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi 
atau ijazah; 
d. Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi 
PDAM; 
e. Bersedia bekerja penuh waktu: 
f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau 
Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus 
atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan 
g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh 
tim ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
2. Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. 
 
Pasal 5 
 
a. Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan 
PDAM dengan ketentuan: 
a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai 
dengan 30.000; 
b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 
dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan 
c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah 
pelanggan di atas 100.000. 
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b. Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan 
efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM. 
c. Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling 
banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai 
Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji 
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah 
terhadap seluruh Direksi. 
d. Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 
1(satu) kali masa jabatan. 
e. Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja 
PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat 
setiap tahun. 
 
Pasal 6 
 
1. Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni : 
a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga 
Pemerintah Pusat dan Daerah; 
b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan 
usaha swasta; 
c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan 
pada PDAM; dan/atau 
d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
2. Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara 
langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan pada PDAM. 
 
Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa tata cara 
pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum mempunyai 
persyaratan yang sangat ketat. Perlu diketahui, jelas pada pasal 4 bahwa 
tidak boleh terdapat suatu hubungan kekeluargaan yang seolah-olah 
mungkin menimbulkan “satu pamiliergering” yang merugikan Perusahaan 
Daerah dan nama Daerah sendiri. 
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Sementara Glosarium Departemen Dalam Negeri menjelaskan 
bahwa “Perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah 
Daerah yang  modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian 
merupakan kekayaan daerah  yang dipisahkan”. 21  Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan daerah telah memberikan 
pengertian tentang perusahaan daerah, dimana dititik beratkan kepada 
faktor permodalan yang dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Seperti yang disebutkan 
dalam Pasal 2 bahwa: 
Perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan 
berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya 
atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, 
kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-
Undang 
 
Ini berarti bahwa masih ada kemungkinan mengikutsertakan pihak 
lain/swasta ke dalam perusahaan. Hal ini sesuai pula dengan dasar-dasar 
pemikiran bahwa segala modal yang ada dalam masyarakat yang 
merupakan pengerahan potensi dana dan tenaga (funds and forces) dapat 
diikutsertakan. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri 
dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama 
Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga Pasal 1, menetapkan bahwa 
“Perusahaan daerah adalah semua badan usaha yang modalnya 
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya 
diprakarsai oleh daerah”. 
Pada perspektif administrasi pemerintahan, fokusnya adalah pada 
                                                        
21 (www.depdagri.co.id) diakses tanggal 23 juli 2008 
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kuatnya keinginan untuk lebih memproporsionalkan kewenangan daerah 
atas wilayahnya sendiri. Seiring dengan kuatnya keharusan 
mengakomodasi suara rakyat pada akar rumput, mengharuskan 
akomodasi itu diproporsionalkan secara nyata. Sementara ini dari 
operasionalisasi UU sebelumnya dinilai lebih besar dominasi Pusat 
dibandingkan dengan kewenangan daerah. Aspirasi dari daerah begitu 
kuat dengan mengikuti jaman globalisasi dan dari sisi politis adalah 
demokratisasi. 
Aspek yang penting dalam kaitan ini bermuara pada dua hal 
mendasar. Pertama berhubungan dengan kewenangan yang secara betul 
dilimpahkan kepada daerah, dinilai tidak maksimal. Kedua aspek 
pengawasan terhadap berbagai kebijakan yang dibuat oleh daerah 
sebagai refleksi dari pelimpahan otonomi kepada daerah, yang juga dinilai 
belum dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan demokratisasi dan 
akomodasi kondisi lokal. Akomodasi terhadap kondisi obyektif yang ada di 
daerah, dalam bingkai kearifan lokal memperoleh legitimasi konstitusional 
dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (3) sebagai hasil 
perubahan kedua, bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional 
dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.  
Hal demikian berarti kearifan local sebagai identitas dari daerah di 
Indonesia memperoleh legitimasi tertinggi. Dalam era otonomi daerah, 
kewenangan daerah akan semakin kuat dan luas sehingga diperlukan 
suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari 
ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan. Sistem pemerintahan 
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otonomi pemerintahan daerah adalah mandiri dalam menjalankan urusan 
rumah tangganya. Pemerintah daerah memerlukan alat-alat 
perlengkapannya sendiri.  
Wewenang untuk  menyelenggarakan urusan rumah tangganya 
sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri dan 
untuk merealisir hal tersebut, daerah membutuhkan sumber keuangan 
sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber 
keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar dikemudian 
hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah.Inisiasi daerah 
dalam hal sumber keuangan ini berkaitan erat akan kehadiran perusahaan 
daerah ataupun Badan Usaha Milik Daerah.  Baik perusahaan daerah 
maupun Badan Usaha Milik Daerah sama-sama merupakan salah satu 
sumber keuangan daerah.22 
2. Dasar Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 
Dasar pembentukan perusahaan daerah air minum (PDAM) ialah 
ketentuan pasal 331 ayat 5 uu pemerintahan daerah yang menyatakan 
bahwa “Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didasarkan pada: a. Kebutuhan Daerah; b. Kelayakan bidang usaha 
BUMD yang akan dibentuk.” Sedangkan penjelasan terhadap makna 
kebutuhan daerah pada pasal 5 ayat (1) huruf a tersebut ialah “Kebutuhan 
Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan 
kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi” 23 . 
                                                        
22  http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2943-kewenangan-kepala-
daerah-terhadap-badan-usaha-milik-daerah.html 
23  Lihat lampiran penjelasan pasal 5 huruf a undang-undang nomor 23 tahun 2014 
tentang pemerintah daerah 
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Dalam penjelasan pasal tersebut, salah satu jenis kebutuhan dasar 
masyarakat ialah kebutuhan terkait air minum. Maka dari itu setiap daerah 
diperintahkan untuk memiliki badan usaha milik daerah yang bertugas 
unstuck mengelola air minum.  
Dalam penjelasan umum pada UU No. 5 tahun 1974, tentang 
pokok-pokok Pemerintahan di daerah disebutkan, bahwa yang dimaksud 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah suatu usaha yang 
dibentuk oleh daerah untuk perkembangan Perekonomian dan untuk 
menambah penghasilan daerah. Berhubung dengan itu, maka pendirian 
perusahaan daerah berdasarkan atas asas-asas ekonomi perusahaan 
yang sehat atau dengan perkataan lain perusahaan daerah harus 
melakukan kegiatannya secara berdaya guna dan berhasil. Dalam hal ini 
perlu dicegah adanya kecenderungan-kecenderungan kea rah system 
serba Negara dan monopoli.  
Sementara itu Prijono T (1987) memberikan pengertian perusahaan 
daerah sebagai perusahaan yang sebagian modal atau seluruhnya 
merupakan kekayaan saerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain 
atau dengan berdasarkan undang-undang pendirian perusahaan daerah 
harus diatur dengan peraturan daerah (perda) yang bertujuan untuk turut 
serta melaksanakan pembangunan daerah khusunya dan pembangunan 
ekonomi nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan rakyat.  
Adapun sifat dasar dari perusahaan daerah masih mengacu 
kepada pasal 5 UU No. 5 tahun 1962, tentang perusahaan daerah dengan 
penjelasan sebagai berikut :  
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1. Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan yang bersifat:  
a. Memberi jasa  
b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum  
c. Memupuk pendapatan  
2. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta 
melaksanakan pembangunan daerah khusunya dan 
pembangunan ekonomi nasional pada umumnya untuk 
memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan 
industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam 
perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.  
Dari beberapa pengertian dasar diatas dapat kita ketahui, bahwa 
terdapat dua fungsi yang melekat didalam perusahaan daerah, yaitu 
pertama fungsi ekonomi dan kedua fungsi sosial. Lebih dari itu, dalam hal 
pengelolaannya tidak boleh adanya mekanisme monopoli dan serba 
Negara (etatisme), sedangkan dari sudut penyertaan modal maupun 
kepemilikan asset secara keseluruhan masih merupakan milik pemerintah 
daerah.  
Tujuan BUMD tidak jauh berbeda dengan tujuan BUMN, yakni 
menunjang perkembangan ekonomi, mencapai pemerataan secara 
horizontal dan vertical bagi masyarakat, menyediakan persediaan barang 
yang cukup bagi hajat hidup orang banyak, mampu memupuk keuntungan 
dan menunjang terselenggarakanya rencana pembangunan. Tingkat 
perbedaannya hanya pada kepemilikan yaitu dalam konteks Negara dan 
daerah. Salah satu BUMD yang mengemban amanat dan pern staregis di 
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daerah adalah PDAM, yang berfungsi melayani kebutuhan hajat hidup 
orang banyak ddan sekaligus menggali dana masyarakat melalui 
perolehan keuntungan dari usahanya.  
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai badan usaha milik 
pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan menghasilkan 
kebutuhan air minum/bersih bagi masyarakat, diharapkan dapat 
memberikan pelayanan akan air bersih yang merata kepada seluruh 
lapisan masyarakat, membantu perkembangan dunia usaha dan 
menunjang kegiatan pembangunan di daerah.  
 
D. Kebijakan Publik 
Secara umum, pengertian kebijakan publik adalah proses 
perbuatan kebijakan oleh pemerintah atau pemegang kekuasaan yang 
berdampak kepada masyarakat luas. Sedangkan jika diartikan secara 
terpisah atau secara etimologi, kebijakan berasal dari bahasa yunani dari 
kata polis yang berarti Negara, dan bahasa inggris policie untuk menunjuk 
pada masalah yang berhubungan dengan masalah publik dan administrasi 
pemerintahan. 
Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi Negara yang 
dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama dari kebijakan public 
dalam Negara modern yaitu pelayanan publik, yang merupakan segala 
sesuatu yang dapat dilakukan oleh Negara untuk mempertahankan atau 
meningkatkan kualitas kehidupan orang-orang banyak. Menyeimbangkan 
peran Negara yang memiliki kewajiban dalam menyediakan pelayanan 
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public dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi. Pada sisi yang lain 
menyeimbangkan berbagai kelompok di dalam masyarakat dengan 
berbagai kepentingan, serta untuk mencapai amanat konstitusi.24   
1. Konsep Kebijakan Publik 
Secara konseptual, kata policy diartikan dan diterjemahkan menjadi 
istilah kebijakan atau kebijaksanaan, karena memang biasanya dikaitkan 
dengan keputusan pemerintah dalam suatu pemerintahan. Menurut Said 
(2006), perbedaan makna antara konsep kebijakan dan kebijaksanaan 
tidak menjadi persoalan selama kedua istilah itu diartikan sebagai 
keputusan pemerintah yang bersifat umum dan ditujukan kepada 
masyarakat atau kepentingan publik. Karena sesungguhnya 
pemerintahlah yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk 
mengarahkan masyarakat. Keban (2008), justru berpandangan bahwa 
perlu dibedakan makna dari istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Istilah kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternative yang siap 
dipilih berdasarkarkan prinsip-prinsip tertentu, sedangkan konsep 
kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang 
memperbolehkan sesuatu yang memperbolehkan sesuatu yang 
sebenarnya diharap atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan 
tertentu.25 
Disini dapat dilihat bahwa kebijakan merupakan suatu hasil analisis 
yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada 
                                                        
24 Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktik Pemerintahaan dan Otonomi Daerah, Penerbit 
grasindo, Jakarta. 
25 Rakhmat, 2009, Teori Administrasi dan Manajemen Publik, Pustaka Arif, Jakarta, hlm 
127-128 
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keputusan tentang alternative yang bermuara kepada keputusan tentang 
alternative terbaik, sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna 
melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. 
Sekalipun tujuan dari tindakan pemerintah tidak mudah dirumuskan dan 
tidak selalu sama, namun secara umum suatu kebijakan negara selalu 
menunjukkan ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah.  
2. Proses Pembuatan Kebijakan  
Proses kebijakan pubik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang 
terdiri dari tahap-tahap yang saling berhubungan dan berurutan. Dengan 
kata lain, proses kebijakan public terkait dengan suatu aktivitas membuat 
pilihan-pilihan kebijakan lengkap dengan tahapan-tahapannya. Menurut 
Anderson (1990), proses kebijakan meliputi lima tahapan, yaitu 
penyusunan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, 
pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dalam pendekatan 
analisis kebijakan, Dunn (2003), melihat proses kebijakan sebagai 
prosedur kebijakan, yang meliputi kegiatan perumusan masalah, 
peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian. Sementara Shafritz 
dan Russel (1997), menjelaskan bahwa proses kebijakan publik 
mencakup kegiatan agenda setting, keputusan untuk melakukan dan tidak 
melakukan tindakan, implementasi, evaluasi, dan umpan balik.26 Proses 
pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan 
melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik atau 
sistem kebijakan publik.  
                                                        
26 Ibid., hlm 133-134 
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3. Sistem Kebijakan Publik 
Sistem kebijakan adalah suatu pola institusional dimana kebijakan 
dibuat, yang mencakup hubungan timbal balik diantara tiga elemen yaitu 
lingkungan kebijakan, pelaku kebijakan, dan kebijakan publik. Lingkungan 
kebijakan adalah segala sesuatu yang merupakan peluang atau 
kesempatan yang dipergunakan yang harus dihadapi guna memperoleh 
manfaat dan akibat yang ditimbulkan. Dengan lingkungan kebijakan 
menjadi pusat perhatian atau tumbuh menjadi isu kebijakan bagi 
kepentingan formulasi kebijakan oleh stakeholders. 
Pelaku kebijakan adalah mereka yang terlibat dalam pembuatan 
kebijakan sebagai suatu proses sosial politik yang dilakukan oleh berbagai 
organisasi yang mempunyai kompetensi untuk itu. Dalam suatu sistem 
demokrasi, kelompok sosial, ekonomi, dan politik yang terlibat sebagai 
stakeholders adalah pemerintah, legislatif, partai politik, asosiasi. 
Professional, dan sebagainya. Keterlibatan organisasi tersebut juga 
tergantung pada jenis dan strata kebijakan yang dibuat. 
Adanya kemajemukan para aktor dalam sistem dan proses 
kebijakan merupakan esensi dari konsep dan kehidupan demokrasi, 
karenanya perbedaan sikap dan perilaku dalam pengambilan keputusan 
dapat dikaitkan sebagai suatu keniscayaan. Untuk itu perlu diantisipasi 
perilaku politik stakeholder atau aktor dalam proses pengambilan 
kebijakan, khususnya dalam menentukan pilihan atau sejumlah alternative 
kebijakan. 
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E. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada 
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam 
kaidah-kaidah yang menetap dan mengejawantah dan sikap tidak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, 
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup27. 
Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai 
pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang 
buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-
pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai 
ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan 
pribadi, nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Di dalam 
penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersbut perlu diselaraskan; 
umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai 
ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, 
dengan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan28.  
Wayne La-Favre berpendapat Penegakan hukum sebagai suatu 
proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut 
membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, 
akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. La-Favre menyatakan, 
bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika 
dalam arti sempit)29. 
                                                        
27 Soerjono Soekanto, 2010, Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 
Rajawali Pers, Jakarta, hlm 5 
28 Ibid., hlm.6 
29 Ibid., hlm. 7 
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Oleh karen itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum 
bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, 
walaupun di dalam kenyataan di indonesia kecenderungannya adalah 
demikian, sehingga pengertin law enforcement begitu populer. Selain itu, 
ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum 
sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Pendapat-pendapat 
yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan, apabila pelaksanaan 
perundang-undangan atau keputusan hakim tersebut mengganggu 
kedamaian di dalam pergaulan hidup30. 
Berdasarkan penjelasan di atas dapatlah di tarik suatu kesimpulan, 
bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada 
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut 
mempunyai dampak positif atau negatif yang terletak pada isi faktor 
tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi 
pada undang-undangnya saja. 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 
                                                        
30 Ibid., hlm. 8 
33 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, kelima faktor 
tersebut di sini, dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang 
diambil dari masyarakat Indonesia31.  
1. Faktor Undang-Undang 
Di dalam tulisan ini, undang-undang yang diartikan dalam arti 
materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh 
penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang dalam 
materiel mencakup: 
1. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 
suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di 
sebagian wilayah negara. 
2. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau 
daerah saja32. 
Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa 
asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai 
dampak positif. Supaya undang-undang tersebut mecapai tujuannya, 
sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain: 
1. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undnag 
hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam 
undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu 
dinyatakan berlaku. 
                                                        
31 Ibid., hlm.9 
32 Ibid., hlm.11 
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2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 
3. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-
undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, 
terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang 
yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus 
tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang 
menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, 
yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut. 
4. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan 
undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang 
lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal 
tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru 
yang berlaku belakangan yang mengaur pula hal tertentu 
tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau 
berlawanan dengan undang-undang lama tersebut. 
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 
6. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai 
kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun 
pribadi, melalui peletarian ataupun pembaharuan (inovasi). 
Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-
wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi 
huruf mati33. 
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Untuk memperjelas asas-asas tersebut, akan dicoba untuk 
menerapkan salah satu asas tersebut terhadap undang-undang yang 
berlaku. Di dalam asas pertama dinyatakan, bahwa undang-undang tidak 
berlaku surut, padahal di dalam Pasal 284 Ayat 1 KUHAP dinyatakan 
bahwa: 
“Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini 
diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-
undang ini” 
Pasal tersebut yang di dalam penjelasannya dinyatakan “cukup 
jelas”, membuka kemungkinan untuk menyimpang dari asas bahwa 
undang-undang tidak berlaku surut34. 
Dengan demikian dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa 
gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang 
mungkin di sebabkan, karena: 
1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang 
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan 
untuk menerapkan undang-undang. 
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang 
mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam panafsiran serta 
penerapannya35. 
 
2. Faktor Penegak Hukum 
Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh 
karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak secara 
langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, 
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yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan 
yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum 
yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace 
maintenance. Sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup 
mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, 
kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan36. 
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut 
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) 
merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang 
mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut 
sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi 
merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang 
mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang 
pernanan (role accupant). 
Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, 
sebagai berikut : 
1. Peranan yang ideal (ideal role) 
2. Peranan yang seharusnya (expected role) 
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) 
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)37. 
Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, 
yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai 
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dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan 
mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu 
membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh 
mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat 
memanfaatkan unsur-unsur tradisional tertentu, sehingga menggairahkan 
partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas38. 
Halangan-halangan yang mungkin di jumpai pada penerapan-
penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, 
mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-
halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah: 
1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam 
pernaan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi 
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, 
sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi 
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu 
kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel 
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan 
konservatisme39. 
Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, 
melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai 
berikut : 
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1. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun 
penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin 
menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang 
berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya 
2. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubaham setelah 
menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu 
3. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya 
dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan persoalan 
tersebut berkaitan dengan dirinya. 
4. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin 
mengenai pendiriannya 
5. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya 
merupakan suatu urutan. 
6. Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan 
percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat 
dikembangkan 
7. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada 
nasib (yang buruk) 
8. Percaya pada kemampuan lmu pengetahuan dan teknologi di 
dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia 
9. Menyadai dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan 
diri sendiri maupun pihak-pihak lain 
10. Berpegangan teguh pada keputusan-keputusan yang diambil 
atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap40. 
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3. Faktor Sarana atau Fasilitas 
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin 
penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas 
tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan 
terampil, organinasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang 
cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil 
penegakan hukum akan mencapai tujuannya41.  
Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian 
perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi 
negatif yang diancamkan terhadap peristiwa pidana tertentu. Tujuan 
sanksi-sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap 
pelanggar-pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman 
karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi)42. 
Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa 
tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-
program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan 
teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya mempunyai peranan yang 
sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penanganan perkara-
perkara pidana. 
Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau 
fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan 
hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, tidak akan mungkin 
penegak hukum menyerasikan pernanan yang seharusnya dengan 
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peranan yang aktual. Khususnya untuk fasilitas tersebut, sebaiknya 
dianuti jalan pikiran sebagai berikut : 
1) Yang tidak ada – diadakan yang baru betul 
2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan 
3) Yang kurang – ditambah 
4) Yang macet – dilancarkan 
5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan43. 
 
4. Faktor Masyarakat  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang 
dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan 
hukum tersebut. Maka masyarakat bagian ini, diketengahkan secara garis 
besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang 
sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Hal ini pasti ada kaitannya 
dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, 
dan sarana fasilitas44. 
Masyarakat indonesia pada khusunya, mempunyai pendapat-
pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti 
yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah: 
- Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan 
- Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan 
- Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
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perilaku pantas yang diharapkan 
- Hukum dartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) 
- Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat 
- Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa 
- Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan 
- Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik 
- Hukum diartikan sebagai jalinan nilai 
- Hukum diartikan sebagai seni. 
Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, 
terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan 
hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini 
penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa 
baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak 
hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari 
hukum sebagai struktur maupun proses. 
Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat 
dalam mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, 
maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang 
mengartikan hukumsebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. 
Sebenarnya ada juga kalangan hukum umum yaitu terutama yang 
menduduki posisi formal tertentu. Hal itu tampak program-program resmi 
yang diterapkan, misalnya, program penyuluhan hukum (tertulis). Salah 
satu akibatnya yang positif adalah, kemungkinan bahwa warga 
masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan 
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kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum (yang kemungkinan besar 
akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu). 
Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-
kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas 
penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan 
mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. 
Hal itu biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada, 
apabila warga masyarakat: 
1. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak 
mereka dilanggar atau terganggu 
2. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk 
melindungi kepentingan-kepentingannya 
3. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum 
karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik 
4. Tidak mempunyai pengalaman menjadi organisasi yang 
memperjuangkan kepentingan-kepentingannya 
5. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik di dalam 
proses interaksi dengan pelbagi unsur kalangan hukum 
formal45. 
Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan 
bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya 
kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah 
adanya kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih 
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menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan 
yang kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. 
Lebih mementingkan keteriban berarti lebih menekankan pada 
kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa 
semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. 
Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan 
menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum 
tentu berlaku secara sosiologis46. 
5. Faktor Kebudayaan 
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 
kebudayaan spriritual atau nonmateriel. Sebagai suatu sistem (atau 
subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, 
subtansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman). Struktur mencakup 
wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup 
tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, 
dan seterusnya. Subtansi berisi norma-norma hukum beserta 
perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi 
pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum 
pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, 
nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang 
dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga 
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dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai 
yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. 
Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai 
berikut: 
a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman 
b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan 
c. Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ 
inovatisme47. 
Penegak hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya 
dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni pola isolasi 
dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik  ekstrim, sehingga 
penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, 
kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana 
kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat. 
Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatkanya penegak hukum 
pada pola isolasi adalah: 
1. Pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan 
dengan penegak hukum dan merasakan adanya suatu intervensi 
terhadap kepentingan-kepentingan pribadinya yang dianggap 
sebagai gangguan terhadap ketenteraman (pribadi). 
2. Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum 
dalam tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa 
takut. 
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3. Pasa masyarakat yang mempunyai taraf stigmatisasi yang relatif 
tinggi, memberikan “cap” yang negatif pada warga masyarakat 
yang pernah berhubungan dengan penegak hukum. 
4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar 
membatasi hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena 
ada golongan tertetu yang diduga akan dapat memberikan 
pengaruh buruk kepada penegak hukum48. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Tipe Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian 
hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan 
ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) 
secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam 
masyarakat.49  
Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan 
berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang 
menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-
doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data 
sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, 
dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.  
Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara 
langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan 
perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan 
penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa 
responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai 
pelaksanaan penegakan hukum tersebut. 
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B. Lokasi Penelitian 
Penulis akan melakukan penelitian di Kantor Balaikota Makassar 
dan Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, 
digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi: 
1. Sumber data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat yang akan diteliti. 
2. Sumber data sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh dari 
bahan kepustakaan atau normatif yang mempunyai hubungan 
dengan obyek penelitian.50 
 
D. Bahan Hukum 
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari: 
1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri 
dari perundang-undangan, catatat-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. 
2. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi 
tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
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jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan.51 
3. Bahan no-hukum, merupakan bahan hukum yang tidak bersifat 
autoritatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan 
merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan non hukum, meliputi 
wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum dipengadilan, seminar, 
ceramah dan kuliah.52 
 
E. Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, yaitu 
analisis data kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan 
angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi), dengan 
kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan 
mutu/ kualitas dari data, bukan kuantitas.53  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Kewenangan Pengangkatan Direksi Perusahaan 
Daerah Air Minum Di Kota Makassar 
1. Badan Usaha Milik Daerah dan Perusahaan Daerah Air Minum 
Negara hadir untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam konteks 
hukum di Indonesia, hal tersebut telah terejewahtahkan dalam Alinea ke-4 
Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai tujuan Negara Republik 
Indonesia yang menyatakan, “ … melindungi segenap bangsa indonesia 
dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 
Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan negara tersebut, maka 
Pemerintah sebagai representasi kongkrit negara harus memiliki 
keterlibatan aktif dalam mewujudkannya. Keterlibatan aktif pemerintah 
dalam rangka mewujudkan tujuan negara tampak dalam empat fungsi 
negara sebagaimana dikatakan W. Friedmann yakni negara sebagai 
penyedia (provider), negara sebagai regulator (Pengatur), negara sebagai 
entrepeneur (pengusaha), dan negara sebagai umpire (wasit). 54 
Penyelenggaraan BUMN dalam bernegara adalah salah satu bentuk 
kongkret dari fungsi negara sebagai entrepeneur, yang mana, negara 
melalui BUMN nya melakukan aktivitas di bidang ekonomi melalui 
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and Son, 1971, hlm. 5, sebagaimana dikutip dalam Aminuddin Ilmar, 2011, Hak 
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departemen pemerintah semi otonom atau melalui perusahaan negara 
dan/atau daerah. 
Antara BUMN dan BUMD adalah hal yang tidak dapat dipisahkan 
satu sama lain. Karena keduanya merupakan wujud kongkrit dari 
penyelenggaraan fungsi negara sebagai entrepreneur. Hanya saja, jika 
BUMN bergerak untuk mengelola aset negara (pemerintah pusat), BUMD 
mengelola aset daerah sesuai dengan tupoksinya. Hal ini dikuatkan pada 
definisi BUMD yang tertuang dalam Pasal 1 angka 40 UU No 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Badan Usaha 
Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah”.55 Oleh sebab 
itu, tidak dapat dinafikan bahwa eksistensi BUMD juga tidak terlepas dari 
adanya kebijakan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan 
di Indonesia. 
BUMD sendiri terdiri atas perusahaan umum Daerah dan 
perusahaan perseroan Daerah. 56  Perusahaan umum Daerah adalah 
BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi 
atas saham.57 Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD 
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham 
yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) 
sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.58 
                                                        
55 Lihat Pasal 1 angka 40 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
56 Lihat Pasal 331 ayat (3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
57 Lihat Pasal 334 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
58 Lihat Pasal 339 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
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PDAM merupakan salah satu jenis BUMD yang lebih condong ke 
Perusahaan Umum Daerah. Hal ini dikarenakan hampir semua PDAM 
modalnya dimiliki oleh Daerah sepenuhnya. Definisi otentik dari PDAM 
sendiri dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan 
Daerah Air Minum yang menyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air 
Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik 
Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Kedudukan 
tersebut membuat PDAM menjadi sangat urgen dikarenakan bidang 
pelayanan air minum merupakan salah satu hal yang menjadi kebutuhan 
utama setiap daerah.59 Hubungan manusia dengan air bersih sendiri juga 
merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena air bersih merupakan 
salah satu unsur penting yang mendukung adanya kehidupan di dunia ini, 
tak terlepas pula bagi manusia. Kota Makassar merupakan salah satu 
daerah yang memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi di Sulawesi 
Selatan bahkan Indonesia. Tentu jika dituruskan, maka semakin besar 
jumlah penduduk, maka semakin besar pula jumlah kubik air yang harus 
disediakan oleh negara atau dalam hal ini pemerintah untuk memenuhi 
                                                        
59 Pasal 331 ayat (5) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan: 
Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: 
a. kebutuhan Daerah; dan 
b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. 
Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan: 
Huruf a 
Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan 
umum dan kebutuhan masyarakat, di antaranya air minum, pasar, 
transportasi. 
Huruf b 
Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan 
ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta 
analisis aspek lainnya. 
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kebutuhan hidup setiap manusia tersebut. Dari hal itu pula lah, maka 
kedudukan PDAM dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
bermuara pada pemenuhan kesejahteraan adalah sangat penting. PDAM 
sendiri dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan struktur Organisasi yang 
terdiri atas :60 
a. Kepala Daerah selaku pemilik modal;  
b. Dewan Pengawas: dan  
c. Direksi.  
 
Organ-organ tersebutlah yang menggerakkan organisasi PDAM 
untuk mewujudkan hakikat pembentukan PDAM secara khusus dan 
BUMD secara umum. 
2. Kewenangan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air 
Minum di Kota Makassar 
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa PDAM 
berkedudukan di setiap daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah 
dengan susunan organisasi yang terdiri atas Kepala Daerah selaku 
pemilik modal, Dewan Pengawas, serta Direksi. Direksi sendiri merupakan 
organ yang terdapat di PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan 
PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM, serta mewakili PDAM baik di 
dalam maupun di luar pengadilan.61 Jumlah direksi dari PDAM di setiap 
                                                        
60 Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang 
Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 
61 Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum menyatakan bahwa “Direksi adalah direksi 
PDAM”. Definisi tersebut merupakan hasil modifikasi setelah dikaitkan dengan definisi 
‘Direksi’ menurut Pasal 1 angka 9 UU No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 
Negara. 
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daerah tidaklah selalu sama. Hal tersebut haruslah mempertimbangkan 
jumlah penduduk atau pelanggan yang dinaunginya dengan ketentuan :62  
a. 1(satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 
30.000; 
b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 
dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan 
c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan 
di atas 100.000. 
Oleh karena Penduduk Kota Makassar melebihi jumlah 100.000, 
atau lebih tepatnya berjumlah 1.429.242 penduduk,63 maka jumlah direksi 
PDAM Kota Makassar berjumlah sebanyak 4 (empat) orang dengan 
pembagian, Seorang Direktur Utama dan 3 (tiga) orang Direktur. 64 
Sebelum diangkat menjadi direksi, setiap calon direksi harus melalui 
tahapan uji kepatutan dan kelayakan dengan memenuhi persyaratan yang 
terdiri atas :65 
a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1); 
b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari 
PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun 
mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM 
                                                        
62 Lihat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang 
Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 
63 Badan Pusat Statistik Provinsi Sulsel, Sulawesi Selatan Dalam Angka 2015, hlm. 33. 
Dapat juga diakses melalui <http://sulsel.bps.go.id>.  
64 Lihat Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Makassar. 
65 Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang 
Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 
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yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari 
perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;  
c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar 
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau 
ijazah;  
d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi 
PDAM;  
e. bersedia bekerja penuh waktu;  
f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya 
sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping 
termasuk menantu dan ipar; dan  
g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim 
ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.  
Setelah memenuhi persyaratan tersebut diatas, dan melalui 
tahapan seleksi uji kelayakan dan kepatutan, maka peserta-peserta 
terbaik yang lulus sesuai dengan jumlah jabatan direksi yang lowong akan 
dipilih lalu diangkat menjadi direksi oleh Kepala Daerah atau dalam hal ini 
Walikota Makassar atas usul Dewan Pengawas yang ditetapkan melalui 
Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.66  
                                                        
66 Lihat Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 
2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. Adapun 
ketentuan yang mengatur bahwa harus mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dimuat dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 
Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 6 Tahun 1974 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. 
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Sebagaimana disebutkan diatas bahwa berdasarkan Pasal Pasal 8 
ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar No. 11 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 6 Tahun 1974 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar bahwa jabatan direksi di 
PDAM Kota Makassar terdiri atas Seorang Direktur Utama dan 3 (tiga) 
orang Direktur. Berkenaan dengan pengangkatannya, terkhusus untuk 
jabatan Direktur Utama, haruslah diangkat berdasarkan penilaian terbaik 
atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah 
terhadap seluruh Direksi.67 
B. Pelaksanaan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air 
Minum Di Kota Makassar 
1. Ketentuan/Norma Hukum Tentang Pengangkatan Direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum Di Kota Makassar 
Eksistensi Direksi dalam sebuah Perusahaan, baik milik swasta 
maupun milik Negara atau Daerah merupakan jabatan yang sangat 
penting. Oleh sebab itu, tentu dibutuhkan pejabat-pejabat yang memenuhi 
kualifikasi yang sangat baik untuk menduduki jabatan tersebut.  
Ketentuan mengenai pengangkatan direksi PDAM di Kota 
Makassar diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 
2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum 
dan kemudian juga diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar 
No 11 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah 
No 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
                                                        
67 Lihat Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang 
Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum. 
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Makassar. Dalam kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
Direksi PDAM diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas 
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
setelah memenuhi persyaratan-persyaratan berupa : 
a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1(S-1); 
b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari 
PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun 
mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM 
yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari 
perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;  
c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar 
negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau 
ijazah;  
d. Membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi 
PDAM;  
e. Bersedia bekerja penuh waktu;  
f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya 
sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping 
termasuk menantu dan ipar; dan 
g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim 
ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 
Adapun terkhusus untuk jabatan Direktur Utama, maka haruslah 
diduduki oleh peserta yang memperoleh penilaian terbaik atas hasil uji 
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kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap 
seluruh Direksi.  
2. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pengangkatan Direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 
Direksi merupakan organ yang terdapat di PDAM yang 
bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan 
PDAM, serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan. 
Jabatan Direksi juga merupakan jabatan yang sangat banyak diinginkan 
oleh segenap masyarakat, karena jabatan tersebut merupakan jabatan 
yang sangat penting dalam menggulirkan roda organisasi suatu 
perusahaan. 
Untuk dapat menghadirkan suatu jabatan direksi yang akuntabel 
dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dengan baik, maka 
tentu dibutuhkan seorang pejabat direksi yang berkualitas dan bersih dari 
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, serta harus melalui tahapan seleksi yang 
mampu menyaring orang-orang terbaik untuk mengisi jabatan tersebut. 
Bahkan tidak hanya sampai disitu. Pemerintah Daerah atau dalam hal ini 
Wali kota Makassar sebagai Pihak yang berwenang untuk mengangkat 
Direksi PDAM, haruslah memilih direksi-direksi yang benar-benar 
memenuhi kualifikasi sangat baik dalam menduduki jabatan tersebut. 
Akan tetapi, cita-cita yang hendak diwujudkan dalam rangka 
mewujudkan organisasi PDAM yang bersih dan akuntabel, utamanya 
dalam jabatan Direksinya, dalam kenyataannya selalu menuai 
permasalahan. Bahkan tak lepas juga dari permasalahan hukum. 
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Terkait pengangkatan Direksi yang diatur dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dijelaskan bahwa 
Pelaksanaan pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Air Minum di Kota 
Makassar menuai beberapa permasalahan yakni: pasal 6 ayat (1) 
Benturan kepentingan yang dimaksud tercantum dalam huruf I “jabatan 
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau”; 
(d) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan ayat (2) “Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan 
pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan pada PDAM”. Walikota Makassar dalam hal ini, 
tidak menyampaikan secara terbuka hasil uji kelayakan dan kepatutan. 
Sistem seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar 
sekiranya harus tunduk pada ketentuan yang telah ada, dalam hal ini ialah 
ketentuan dalam pelaksanaan pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah 
Air Minum (PDAM) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 
Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
Fenomena diatas merupakan salah satu bentuk keputusan kepala 
daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku  dalam hal ini terkait dengan pengangkatan Direksi PDAM. 
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3. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas 
Pelaksanaan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air 
Minum Di Kota Makassar 
Terhadap setiap pelaksanaan norma-norma hukum, selalu saja ada 
permasalahan-permasalahan yang membuatnya sehingga menjadi tidak 
dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan pengangkatan 
direksi PDAM, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 
Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum dan kemudian juga diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota 
Makassar No 11 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan Kedua 
Peraturan Daerah No 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan 
Daerah Air Minum Kota Makassar. Dalam kedua ketentuan tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa Direksi PDAM diangkat oleh Kepala Daerah 
atas usul Dewan Pengawas dengan memperhatikan pertimbangan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah setelah memenuhi persyaratan-persyaratan 
yang telah ditentukan. 
Terkait dengan pelaksanaan pengangkatan direksi di Perusahaan 
Daerah Air Minum di Kota Makassar, dalam rangka melakukan penakaran 
terhadapnya, maka diperlukan sebuah parameter untuk menentukan 
apakah pelaksanaan norma pada ketentuan tersebut diatas dapat 
dilaksanakan secara efektif atau tidak. Membicarakan soal efektifitas 
pelaksanaan ketentuan/norma, hal tersebut tidak luput dari persoalan 
adanya faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena-fenomena 
hukum dan sosial dalam penerapan sebuah kaidah hukum dalam 
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kenyataan sebagai parameter efektif atau tidaknya penegakan norma 
tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi tersebut menurut Soerjono 
Soekanto meliputi : 68  
1) Faktor hukum atau peraturan perundang-undangan;  
2) Faktor aparat penegak hukumnya;  
3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan 
hukum;  
4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan 
kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat;  
5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan 
tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, 
maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut di sini, dengan cara 
mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat 
Indonesia.69 
Berdasarkan beberapa penjelasan berkaitan dengan faktor-faktor 
tersebut, berikut ini beberapa faktor yang secara riil berpengaruh terhadap 
pelaksanaan pengangkatan Direksi PDAM Kota Makassar, ialah sebagai 
berikut: 
 
                                                        
68 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum, 
Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 8 
69 Ibid. 
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a. Faktor Hukum 
Pengangkatan Direksi PDAM Kota Makassar  di dasari oleh 2 (dua) 
Dasar Hukum, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 
2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum dan kemudian juga diturunkan dalam Peraturan Daerah 
Kota Makassar No 11 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan 
Kedua Peraturan Daerah No 6 Tahun 1974 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. Akan tetapi, 
dengan peraturan-peraturan tersebut ada ketentuan yang masih 
multitafsir, termasuk ketentuan yang telah dijadikan dasar 
permasalahan diatas, yakni mengenai ketentuan bahwa Direksi 
untuk dilarang memangku jabatan rangkap yang dapat 
menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM sebagaimana 
diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No 2 Tahun 2007. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut masih 
memerlukan ketentuan penjelasan tentang makna “dilarang 
memangku jabatan rangkap yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan” yang dimaksud dalam penjelasan peraturan menteri 
dalam negeri tersebut. Selain itu, bahwa Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No 2 Tahun 2007 merupakan turunan dari Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Akan tetapi, 
dengan diundangkannya UU No 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, maka UU No 5 Tahun 1962 tentang 
Perusahaan Daerah tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak 
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berlaku lagi. 70  Lebih lanjut, dengan diundangkannya UU No 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, telah dimuat 
sebuah ketentuan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai organ 
perusahaan umum Daerah diatur dalam peraturan pemerintah.71 
Akan tetapi, kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah diundangkan 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut belum diundangkan 
sampai saat ini. Dari hal tersebut, dalam rangka mewujudkan 
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah 
termasuk PDAM yang responsif dan sesuai dengan hasil politik 
hukum dalam pengaturan tentang Pemerintahan Daerah, maka 
tentu perlu untuk segera diundangkan Peraturan Pemerintah 
tentang organ perusahaan umum Daerah dan kemudian 
pengaturan yang berkaitan dengan PDAM juga harus 
menyesuaikan dengan ketentuan tersebut. Dari permasalahan-
permasalahan tersebut (ketentuan yang belum jelas tafsirnya, dan 
ketentuan yang harus menyesuaikan dengan perubahan undang-
undang induknya, sehingga membutuhkan peraturan teknis), maka 
jelas bahwa hal tersebut telah menunjukkan bahwa adanya faktor 
hukum yang bermasalah dalam hal pengangkatan direksi 
sebagaimana pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan 
bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang disebabkan 
oleh undang-undang diantaranya adalah belum adanya peraturan 
pelaksanaan yang kongkrit yang sangat dibutuhkan untuk 
                                                        
70 Lihat Pasal 405 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
71 Lihat Pasal 335 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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menerapkan peraturan perundang-undangan dan ketidakjelasan 
arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan 
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.72 
b. Faktor Aparat Penegak Hukum 
Meskipun dalam penafsirannya, Soerjono Soekanto menafsirkan 
yang dimaksud dengan yang berkecimpung dalam bidang 
penegakan hukum ialah yang bertugas di kehakiman, kejaksaan, 
kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan yang tidak ada 
kaitannya dengan permasalahan pengangkatan direksi PDAM, 
akan tetapi, jika ditafsir secara ekstensif, maka dapat diketahui 
bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalam Pengangkatan Direksi 
(Kepala Daerah, Dewan Pengawas dan DPRD) juga merupakan 
penegak hukum, karena juga berkecimpung dalam bidang 
penegakan hukum. 73  Lanjut pula menurut Soerjono Soekanto 
bahwa seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan 
warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai kedudukan dan 
peranan. Dengan demikian tidaklah mustahil bahwa antara 
pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (status conflict dan 
conflict of roles). Bila di dalam kenyataannya terjadi suatu 
kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan 
yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu 
                                                        
72 Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm. 17 
73 Soerjono Soekanto menafisr, bahwa yang dimaksud dengan Faktor Penegak Hukum 
ialah Penegak hukum yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang berkecimpung 
dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di 
Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasyarakatan. Lebih lanjut lihat 
Ibid., hlm. 25 
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kesenjangan peranan.74 Dalam hal faktor ini, sangatlah jelas bahwa 
Walikota Makassar dalam hal mengangkat sebagai Direksi, terlebih 
Direktur Utama PDAM Kota Makassar, telah melanggar ketentuan-
ketentuan hukum yang telah mengatur hal tersebut. Yakni : 
- Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 
Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan 
Daerah Air Minum jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, 
Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara 
yang yang melarang Direksi untuk memangku jabatan rangkap 
yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM 
dan juga melarang Anggota Direksi menjadi pengurus partai 
politik dan/atau calon/anggota lnormatiff. 
- Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 
2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum yang mengharuskan Direktur Utama PDAM haruslah 
Peserta yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon 
Direksi serta harus memperoleh penilaian terbaik atas uji 
kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah 
terhadap seluruh Direksi, akan tetapi Walikota Makassar tidak 
menyampaikan secara terbuka informasi mengenai peringkat 
dari hasil uji kelayakan dan kepatutan dari para calon direksi, 
                                                        
74 Ibid.  
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termasuk direktur utama terpilih, yang harus memperoleh 
penilaian terbaik (peringkat I). 
 Dari penjelasan tersebut, maka sangat jelas bahwa Walikota 
Makassar sebagai penegak hukum atau dalam hal ini pihak yang 
berwenang dalam mengangkat Direksi PDAM Kota Makassar telah 
menimbulkan konflik antara peranannya yang seharusnya (sebagaimana 
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan) dengan peranan 
yang senyatanya, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Soerjono 
Soekanto diatas sebagai faktor penegak hukum. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan dalam 
pembahasan, maka adapun kesimpulan yang dapat disampaikan oleh 
penulis melalui tulisan ini ialah sebagai berikut: 
1. Pengaturan kewenangan pengangkatan direksi Perusahaan 
Daerah Air Minum di Kota Makassar telah diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan kemudian juga 
diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 
2006 tentang tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 6 
Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota 
Makassar. Dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum jo Pasal 8 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2006 tentang 
tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 6 Tahun 1974 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar 
dinyatakan bahwa direksi diangkat oleh Kepala Daerah atau dalam 
hal ini Walikota Makassar atas usul Dewan Pengawas yang 
ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Makassar. Terkhusus untuk jabatan Direktur Utama PDAM 
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Kota Makassar, berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian 
Perusahaan Daerah Air Minum, harus diangkat berdasarkan 
penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang 
dilakukan oleh Kepala Daerah terhadap seluruh Direksi. 
2. Pelaksanaan pengangkatan direksi yang diatur dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2007 tentang 
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), 
dijelaskan bahwa Pelaksanaan pengangkatan direksi Perusahaan 
Daerah Air Minum di Kota Makassar menuai beberapa 
permasalahan yakni: terdapat  pada pasal 6 ayat (1) Benturan 
kepentingan yang dimaksud tercantum dalam huruf I “jabatan yang 
dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau”; 
(d) jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, dan ayat (2) “Direksi tidak boleh mempunyai 
kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang 
dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM”. Sistem 
seleksi terbuka yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar 
sekiranya harus tunduk pada ketentuan yang telah ada, dalam hal 
ini ialah ketentuan dalam pelaksanaan pengangkatan Direksi 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 
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B. Saran 
Adapun saran yang penulis sampaikan terhadap masalah dalam 
tulisan ini ialah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam rangka pengangkatan 
Jabatan Direksi PDAM Kota Makassar hendaknya senantiasa 
memperhatikan dan mematuhi norma dalam peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hal tersebut, yakni Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan 
Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan 
Daerah Kota Makassar No 11 Tahun 2006 tentang tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Daerah No 6 Tahun 1974 tentang 
Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar agar 
pelaksanaan pengangkatan jabatan direksi di Kota Makassar tidak 
bertentangan dengan salah satu prinsip dasar negara hukum, yakni 
wetmatigheid van bestuur (penyelenggaraan pemerintahan yang 
berdasarkan peraturan perundang-undangan). 
2. Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini berperan penting 
dalam pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) agat meningkatkan seleksi dan pengawasan sehingga 
dapat menumbuhkan citra positif di masyarakat terhadap kinerja 
perusahaan daerah yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat 
Kota Makassar. 
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